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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

di Indonesia. Dalam klasifikasinya, Peradilan Agama merupakan satu dari tiga 

peradilan khusus yang ada di Indonesia, dua lainnya adalah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara.
1
 

Peradilan secara bahasa (etimologi) dalam bahasa Arab disebut dengan Al-

Qad}a> yang mempunyai beberapa pengertian, yakni al-Fara>g yang berarti putus 

atau selesai, al-Ada>’ artinya menunaikan atau membayar, al-hukm artinya 

mencegah atau menghalangi, bisa juga diartikan membuat suatu ketetapan.
2
 

Lebih jauh, menurut ahli fikih
3
 seperti dikutip oleh Erfaniah Zuhriah 

peradilan adalah: 

1. Lembaga hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan) 

2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang 

mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar 

harus mengikutinya. 

Berdasarkan hal itu, pengertian peradilan dapat disimpulkan merupakan 

tempat seseorang untuk memohonkan keadilan dalam hal menyelesaikan 

                                                           
1
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (Malang: 

UIN Malang Press, 2009), hlm. 15. 

2
Alaiddin Koto, et.al, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10. 

3
Erfaniah Zuhriah, op.cit., hlm. 3. 
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masalahnya, serta memiliki wewenang untuk itu dalam suatu wilayah kekuasaan 

serta setiap putusannya wajib dituruti. 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan 

Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur oleh Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 1989 perubahan pertama yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. Adanya kewenangan absolut itu menjadikan Peradilan Agama, baik 

dalam pengadilan tingkat pertama dan banding, tidak salah dalam menerima suatu 

perkara yang diajukan kepadanya karena menjadi kewenangan lingkungan 

peradilan lain. 

Kewenangan absolut adalah kewenangan Badan Peradilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh 

badan peradilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun dalam 

lingkungan peradilan yang lain.
4
 

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan peradilan 

yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat 

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. 

                                                           
4
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85. 
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Menurut M. Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan yang 

terdapat di lingkungan Peradilan Agama, di antaranya adalah:
5
 

1. Fungsi kewenangan mengadili 

2. Memberi keterangan, pertimbangan 

3. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang 

Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait 

erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi sui generis-nya. 

Idealnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, itulah yang 

menjadi kompetensi Peradilan Agama. Namun, karena Indonesia bukan negara 

Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan 

umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (ah}wa>l 

syakhs}iyyah) ditambah sedikit persoalan muammala>h (hukum perdata), dan 

belum menyentuh persoalan pidana.
6
 

Adapun ruang lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7
, setelah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 berbunyi: 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang: 

a. Perkawinan. 

b. Waris. 

c. Wasiat. 

                                                           
5
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1993), hlm. 135. 

 
6
Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 429. 

7
Tri Wahyudi, Abdullah, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 87. 
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d. Hibah. 

e. Wakaf. 

f. Zakat. 

g. Infaq. 

h. Shadaqah. 

i. Ekonomi Syariah.
8
 

 

Sebagai salah satu perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan 

Agama, hibah didefinisikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama Penjelasan Pasal 49 huruf d adalah “pembegan [pemberian] suatu benda 

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang 

lain atau badan hukum untuk dimiliki.”
9
 

Kemudian, dalam menafsirkan makna perkara pada pasal tersebut dapatlah 

merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum 

Acara Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa perkara perdata adalah 

meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (contentieus)
10

 maupun yang 

tidak mengandung sengketa (volunteer).
11

 

Selanjutnya, dalam hukum acara perdata di Peradilan Agama, amar putusan 

akhir dalam suatu perkara dan suatu sengketa umumnya dapat berupa: 

                                                           
8
Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama,” dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), hlm. 21. 

9
Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama,” dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), hlm. 

107. 
 

10
Beberapa literatur menuliskan kata ini secara berbeda, ada beberapa literatur menyebut 

contensius atau kontesiosa atau contentiosa. Penulisan pada penelitian ini istilah untuk bentuk 

gugatan yang diajukan pada pengadilan karena terjadi sengketa diseragamkan dan didasarkan pada 

istilah “Contentieus”. Lihat R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. VIII (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1985), hlm. 33. 

 
11

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 

hlm. 62. 
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1. Gugatan dikabulkan. 

2. Gugatan ditolak. 

3. Gugatan tidak dapat diterima. 

Dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan: 

gugatan tidak beralasan, gugatan melawan hak, gugatan diajukan oleh orang yang 

tidak berhak.
12

 

Kemudian, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada 

orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi 

yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud 

dengan hibah adalah pemilikan suatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan 

yang telah diketahui dengan jelas ketika penghibah  masih hidup. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan 

hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam 

pelaksanaan hibah. Jadi asasnya adalah sukarela.
13

 

Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab yang 

ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: 

aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau 

yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya, aku terima.Imam Malik dan imam 

                                                           
12

Sarwono, Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktik, cetakan ke-4, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 223. 

13
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2008), hlm. 133. 
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Asy-Syafi’i berpendapat, dipegangnya kabul dalam hibah.
14

 Artinya, hibah dalam 

bentuk ini sudah dapat dikatakan sah hanya dengan adanya penerima, pemberi, 

ijab dan kabul serta harta yang dihibahkan.
15

 

Berdasarkan paparan di atas, penyaji menemukan fakta dari Penetapan 

Pengadilan Agama Barabai nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb yang tidak menerima 

permohonan perkara isbat/pengesahan hibah dengan pertimbangan  bahwa pada 

dasarnya hibah menurut Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama, hibah diajukan setelah adanya sengketa 

terhadap terjadinya hibah tersebut atau berbentuk contentieus. bahwa karena 

perkara ini diajukan dalam bentuk volunteer, maka harus dinyatakan tidak dapat 

diterima (Niet Onvankelijk Verklaart). 

Permohonan isbat/pengesahan hibah yang merupakan perkara volunteer 

yang tidak dapat diterima demikian menjadi sangat krusial untuk dikaji, karena 

setelah penyaji lakukan penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan penetapan 

perkara isbat hibah Nomor. 26/Pdt.P/2012/PA.Pol dari Pengadilan Agama 

Polewali, perkara pengesahan hibah itu, selain diterima oleh Pengadilan Agama 

Polewali juga diperiksa duduk perkaranya hingga dikabulkan permohonannya. 

                                                           
14

Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah 12-13-14, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al 

Ma’rif, 1987), hlm.179. 

15
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 327.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian, penyaji 

berkesimpulan adanya disparitas pemahaman penegakan hukum terhadap perkara 

isbat/pengesahan hibah ini di Peradilan Agama. 

Maka dari itu, penyaji tertartik untuk melakukan kajian yang lebih dalam 

terhadap perkara Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan perkara Nomor 

26/Pdt.P/2012/Pol tentang pertimbangan hukumnya, serta kedudukan isbat hibah 

ini dalam hukum di Indonesia, khususnya pada Peradilan Agama, untuk dijadikan 

penelitian skripsi yang berjudul: Isbat Hibah di Peradilan Agama. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan dapat terarah dan terstruktur serta memudahkan 

penelitian ini, maka penyaji merumuskan masalah tersebut di atas sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor  

0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol? 

2. Bagaimana kedudukan pengesahan/isbat hibah di dalam hukum di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor  

0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol. 
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2. Mengetahui kedudukan isbat/pengesahan hibah didalam hukum di 

Indonesia. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Adapun pentingnya penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi peneliti, ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana. 

2. Bagi pihak UIN Antasari khususnya fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 

dapat menambah khazanah pemikiran dan keilmuan. 

3. Sebagai khazanah literatur bagi UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam khususnya, serta pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini. 

4. Praktisi Pengadilan Agama sebagai rujukan dalam memahami 

permasalahan-permasalahan pada perkara yang dibahas. 

5. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian 

ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada 

judul penelitian dan  istilah penelitian, perlu dijelaskan beberapa kunci yang 

sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan 

volunteer
16

 yang berarti penundukan secara sukarela
17

. Pada penelitian ini 

mengarah pada ketetapan majelis hakim Peradilan Agama terhadap 

permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk sukarela tanpa ada 

sengketa atau menarik pihak lain sebagai lawan dalam persidangan. 

2. Isbat adalah penyungguhan; penetapan; penentuan,
18

 dalam konteks ini 

mengacu pada penetapan suatu peristiwa di masa lalu untuk disahkan pada 

saat ini status hukumnya dengan tetap merujuk pada peristiwa di masa lalu 

yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan jalan permohonan (volunteer) 

/tanpa sengketa. 

3. Hibah, hibah dalam penelitian ini mengacu pada pengertian  pemberian 

(dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang 

lain,
19

 serta mengarah pada apa yang dimaksud sebagai hibah dalam 

hukum Islam dan kewenangan absolut Peradilan Agama menurut undang-

undang.  

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penelitian terkait pernah dilakukan oleh: 

                                                           
16

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), hlm. 123. 

17
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 

639. 

18
Wikipedia, Sidang Isbat, https://id.wikipedia.org/wiki/Sidangisbat, (14/02/2017). 

19
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah, http://kbbi.web.id/hibah, (20/02/2017). 
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1. Citra Parama Artha mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2013, 

dengan judul Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan Agama 

Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Penghibah, (Kajian Putusan Pengadilan 

Agama Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr). Pada penelitian tersebut, peneliti 

mengarahkan pokok pembahasan pada mengkaji dan menganalisa 

pembatalan hibah oleh ahli waris penghibah, mengkaji dan menganalisa 

akibat hukum pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris penghibah 

dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan 

akta hibah dalam Putusan Pengadilan Agama No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr. 

Tipe   penulisan   dalam   penulisan   adalah   yuridis   normatif   

sedangkan pendekatan  masalah  yaitu  dengan  menggunakan  undang- 

undang  dan  konseptual. 

Peneliti pada penelitian di atas berkesimpulan bahwa akibat hukum atas 

harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu pengadilan dengan 

adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap 

maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. 

Dengan kata lain, seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu 

akan menjadi hak miliknya sendiri. Pengembalian ini dilakukan dengan 

mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah 

tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima 

hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam 

putusannya atas perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Kediri 

dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa penghibahan yang 
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dilakukan almarhum Anas Rauf bin Jamirin kepada anak angkatnya Atik 

Winarti binti Jamingan adalah tidak sah, dengan dasar pertimbangan Pasal 

210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hibah yang 

dilakukan oleh Anas Rauf bin Jamirin tersebut tidaklah sesuai dengan 

syarat sah hibah yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) 

dan (2), karena harta yang dihibahkan lebih dari 1/dari harta bendanya dan 

harta tersebut bukanlah sepenuhnya milik Anas Rauf bin Jamirin. 

2. Ilham Fahrin mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015 dengan 

Judul Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal 

No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl Tentang Hibah Lebih Dari Sepertiga. Pada 

penelitian tersebut, peneliti mengarahkan pokok pembahasan pada 

pengesahan hibah lebih dari 1/3 harta yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Kendal serta pertimbangan hukum hakim dalam penetapan 

terhadap hal itu. Karena peneliti menilai penetapan tersebut berbeda 

dengan ketentuan hibah yang ada di Indonesia dan telah diatur dalam 

hukum Islam Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 ayat 

(1). 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif serta dalam 

menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pada penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa dalam memutuskan 

perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa pada 

dasarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga harta dari pemilik si 
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penghibah sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), 

dengan maksud agar ahli warisnya tidak dirugikan. Karena alm. Romdo 

tidak mempunyai anak atau ahli waris sama sekali dan saudara laki-laki 

serta istrinya telah meninggal, maka hibah tidak bertentangan dengan 

hukum Islam atau maksud dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam tersebut. Inilah yang dijadikan dasar penetapan hakim 

dengan menafsirkan pasal tersebut. 

Sementara pada penelitian yang akan dibahas pada penelitan ini menitik 

beratkan pada pembahasan analisis pertimbangan hukum hakim yang berbeda 

dalam memandang perkara volunteer hibah yang diajukan kepada Pengadilan 

Agama serta kedudukan isbat hibah dalam hukum di Indonesia dengan 

menggunakan salinan penetapan 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb Pengadilan Agama 

Barabai dan 26/Pdt.P/2012/PA.Pol Pengadilan Agama Polewali. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
20

 

yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau bahan yang 

diperoleh melaui bahan-bahan kepustakaan, bersifat preskriptif artinya 

penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai 

benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta 

                                                           
20

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154. 
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atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
21

 Dengan mengkaji penetapan 

Pengadilan Agama Barabai Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan Penetapan 

Pengadilan Agama Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan 

(comparative approach), yaitu dengan membandingkan suatu putusan 

pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya, untuk masalah yang 

sama.
22

   

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer berupa: 

a. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 

0085/Pdt.P/2016/PA.Brb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama Barabai. 

b. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 

26/Pdt.P/2012/PA.Pol yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

Polewali. 

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

24 dan Pasal 29. 

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia Pasal 5. 

                                                           
21Ibid., hlm. 184. 

22
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011),  hlm. 133. 
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e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. 

f. HIR dan R.Bg 

g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 171 hurf g, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, 

Pasal 214. 

Kemudian bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa 

bahan-bahan pustaka yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, antara 

lain: 

a. Roihan A. Rasyid dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama 

diterbitkan di Jakarta oleh Raja  Grafindo Persada pada tahun 2015. 

b. Jaenal Aripin dengan judul Peradilan Agama Dalam Bingkai 

Reformasi Hukum di  Indonesia diterbitkan di Jakarta oleh 

Kencana pda tahun 2008. 

c. Mukti Arto dengan judul Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan 

Agama diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar pada tahun 

2004. 

d. M. Natsir Asnawi dengan judul Hermeneutika Putusan Hakim 

diterbitkan di Yogyakarta oleh UII Press pada tahun 2013. 

e.  Basiq Djalil dengan judul Peradilan Agama di Indonesia diterbitkan 

di Jakarta  oleh Kencana pada tahun 2006. 
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f. Erfaniah Zuhriah dengan judul Peradilan Agama Indonesia Sejarah 

Pemikiran dan  Realita diterbitkan di Malang oleh UIN Malang 

Press pada tahun 2009. 

g. Abdul Manan dengan judul Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama diterbitkan di Jakarta oleh Kencana 

Prenada Media Group pada tahun  2012. 

h. Abdul Manan dengan judul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di 

Indonesia diterbitkan di Jakarta oleh Kencana pada tahun 2008. 

i. Ahmad Rofiq dengan judul Hukum Perdata Islam di Indonesia 

diterbitkan di Jakarta oleh Rajawali Pers pada tahun 2013. 

j. Yahya Harahap dengan judul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan 

diterbitkan di  Jakarta oleh Sinar Grafika pada tahun 2015. 

Terakhir, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang 

dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
23

 

Adapun dalam penelitian ini penulis kamus hukum antara lain: 

a. Yan Pramadya Puspa dengan judul  Kamus Hukum Edisi Lengkap 

diterbitkan di Jakarta oleh Aneka Ilmu pada 1977. 

b. R. Subekti. dan Tjitrosoedibio dengan judul Kamus Hukum. cet. VIII. 

Diterbitkan di Jakarta oleh  Pradnya Paramita pada tahun 1985. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                           
23

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, op. cit, hlm. 158. 
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a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen 

yang ada di situs resmi Pengadilan Agama secara online berupa salinan 

penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb 

yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan penetapan Nomor 

26/Pdt.P/2012/PA.Pol yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

Polewali. 

b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah 

literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan 

penunjang dalam penelitian ini. 

c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari 

bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek 

penelitian. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

a. Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1) Sistematisasi 

Pada tahap ini penulis melakukan seleksi terhadap bahan 

hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan 

bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara 

sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan 

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. 



17 
 

2) Deskripsi 

Pada tahap ini penulis menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian 

menganalisisnya. 

b. Analisis Bahan Hukum 

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Bahan hukum disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan penetapan 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yaitu perkara Nomor 

0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan salinan penetapan Nomor 

26/Pdt.P/2012/PA.Pol tentang Perkara Isbat Hibah. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah: 

BAB I  Pendahuluan, di sini penulis memberikan gambaran umum tentang 

latar belakang masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, memuat  

rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, 

definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan 

menjadi acuan pada bab-bab selanjutnya. 

BAB II Landasan Teoritis, pada bab ini akan diuraikan berbagai landasan 

teoritis sebagai bahan untuk menganalisis. Memuat teori-teori tentang kedudukan 

dan kewenangan Peradilan Agama, yakni kedudukan, fungsi dan kewenangannya. 
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Juga memaparkan teori hukum acara perdata di Peradilan Agama dan yang 

terakhir hibah sebagai kewenangan Peradilan Agama. 

BAB III, yakni secara umum peneliti akan memberikan deskripsi 

perbandingan tentang penetapan yang memuat duduk perkara secara umum dan 

pertimbangan-pertimbangan hakim yang selanjutnya akan diuraikan berdasarkan 

analisis-analisis. Pada pembahasan ini juga penulis akan memaparkan tentang 

kedudukan isbat hibah sendiri berdasarkan analisis yang tertuang pada Bab II. 

BAB V, PENUTUP di bagian akhir peneliti akan mencoba menyimpulkan 

jawaban-jawaban apa saja dari rumusan masalah dan akan memberikan saran-

saran pada  akhir pembahasan.  


